BUPATI MALUKU TENGAH
| PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRA TIFIKAS]

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

/ BU PATI MALUKU TENGAH, ,
Menimba;ng :a Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang
" ba1k bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme,
Pe _]abat/Pegawal Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (ASN)
Pemerlntah Kabupaten Maluku Tengah d11arang menenma
hadlah atau suatu pemberian dari siapapun Juga yang
berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
b. bahwa Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 48 Tahun
iOlS tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi =@ di
ﬂingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah sudah”
tldak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan peraturan
perundang—undangan '
C. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan
Bupat1 tentang Pedoman Pengendahan GratlﬁkaS1,

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repubhk
| Ir‘ldones1a Tahun 1945;

2. Undang—Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang
Pembentukan Daerah Swatantra Tlngkat I dalam Wllayah
I?aer,ah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun | 1999  tentang
P!enyeleng_garaan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia




4;¥. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  tentang

|
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tehun 2002 Nomor 137 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197);
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negai'a Republik Indonesia
Nomor 5494); )
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran "Negara Republik Indonesia Tahun. 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun | 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679); |

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturah Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik‘
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10. Per.aturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembmaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemenntahan.
Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a o
Nomor 6041); ,

11. Peraturan Pres1den Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strateg1
Nas1ona1 Pencegahan Korupsi (Benta Negara Republik
Indone31a Tahun 2018 Nomor 108);

12. l?eraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
lsembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih ‘Dari
Korups1 Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayam di
ngkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1,81-3)‘,”
13. Iseraturan Menteri Dalam Negeri Nomor '80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam N'egen
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomeor 157);

14. Peraturan Komisi Pemberantasan ‘Korupsi Nomor 2 Tahuﬁ
2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Ber1ta Negara Repubhk
Indones1a Tahun 2019 Nomor 1438);

15. Pera-turan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah
Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183),

! MEMUTUSKAN:

Menetapkan : 1F’ERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN

GRATIFIKASI
|

|

| BABI

= | KETENTUAN UMUM
1 Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan'

1..Daerahadalah KabuBaten Maluku Teng —
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'P'emerint_ah Daerah adalah Pemerintah Daerah. Kabupaten

Maluku Tengah yang terdiri dari Bupati Maluku Tengah dan
Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemenntahan
Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Bupatl adMal'uBupésm Te ngah. t oo
Sekretanslﬂa&ah acda  ret aﬁs@ ﬁﬂhléatén Maiyk_l;
Tengah ' |
Pe]abat/Pegawm Kabupaten Maluku Tengah yang selanjutnya
d-}Sebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati Maluku Tengah, Wakil
Bilpaﬁ Maluku Tengah, Aparatur Sipil Negara, Calon Aparatur
S‘:}'pil Negara, Dewan Pengawas BUMD, Direksi BUMD, Pegawai
BUMD Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah
Kabupaten Maluku Tengah. | : | |
KOII‘llSl Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya d1s1ngkat KPK
_agialah lembaga negara yang independen dengan tugas dan
wifewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi,
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nom or 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
dan perubahannya. |

Orgamsas1 Perangkat Daerah _yang selanjutnya d1s1ngkat OPD
agialah sekretariat, inspektorat; badan, dinas, dan kantor di

‘lilhgkunganu Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

B'iad,a;n Usaha Milik Daerah -yang -selanjutnya disingkat
BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan
ojéh Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dapat
b%zrben_tuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.

Iflspektorat adaléh OPD Kabupaten' Maluku Tengah yang

merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemenntahan
daerah

|
0. Un1t Pelaksana Teknis yang selanJutnya dlsmgkat UPT adalah

U,nsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan.

I.G;riatiﬁkasi ‘adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang,

b';ara_n_g», rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket
p:er_-ialanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan
cﬁma~cuma_, dan fastlitas lainnya, baik yang ditérirria di dalam
negeri n‘iaupun di luar negeri, yang dilakukan d'engan'

enggunakan sarana elektromk atau tanpa sarana elektromk

T
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12. P?hgendailian, Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan
uh‘tuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan
dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan
pgrt1s1pas1 aktif badan pemermtahan, dunia usaha dan
rriasyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian
grat1f1ka51

13. Umt Pengendahan Gratlf ikasi Kabupaten Maluku Tengah yang
selanjutnya dlsmgkat UPG Kabupaten Maluku Tengah adalah
umt kerja yang bertanggunglawab untuk menjalankan fungs1
pengendahan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten

M|aluku Tengah.

14. Pemben adalah para p1hak baik perseorangan, sekelompok ‘
oqang, badan hukum atau lembaga yang memberikan v
_gr:aﬁﬁkasi kepada penerima gratifikasi. : | ‘ -
15. Fémulir Pelaporan Gratifikasi adalah lembar isian yang'
d1tetapkan oleh KPK dalam bentuk elektromk atau non
elektromk untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi
16, Pelapor Gratifikasi yang selanj jutnya disebut Pelapor adalah
pe Jabat/pegawm yang menerima gratifikasi dan mengisi
fo:rmuli.r gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melap.orka;n{
képada KPK atau melalui UPG. o
17. Pegawa1 Negeri adalah meliput i
a, pegawa1 negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-l
|Undang tentang Kepegawaian dan/atau’ Undang—Undang
tentang Aparatur Sipil Negara;

b pegawa1 negeri sebagaimana dimaksud dalam Kltab Undang—
Undang Hukum P11dana
c.. orang yang menenma. gaji atau upah dan keuangan negara
4Iatau daerah; ' ‘
dl orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporau
yang mene_nma bantuan dari keuangan negara atau daeraht '
' atau ' |
,orang yang menerima gaji atau upah dan korporasi 16.11’1 yang
{ mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau
I masyarakat. ' :
18. Pelnyelenggara Negara adalah PeJabat Negara yang men_]alankan
f upgs1 eksekutif, leglslatlf, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fufngsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan

n'el:ga,ra sesuai dengan ketentuan -peraturan perundang-

\ . .




19K onflik kepentingan adalah kondisi dari Pejabat/Pegawai yé.ng
patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat
m'empengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya se;:éra
t1dak patut. | |

20. Kedmasan adalah seluruh akt1v1tas resrm Pe_]abat/Pegawal.

dalam pelaksanaan tugas, fungs1 dan Jabatannya.
21. Berlaku umum adalah suatu kond131 bentuk pemberian yang
dl.,berlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau

ni-la‘i untuk semua peserta dan memenuyhi prinsip kewajaran.
22. Rekan kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal
1nstans1 di mana terdapat interaksi langsung terkait kedlnasan
23.K};rs Tengah Bank Indonesia adalah nilai tukar valuta asing

dengan mata uang Rupiah yang didapatkan dari rata-rata kurs

Kurs Iual+Kurs Beli

jufal dan kurs beli (Kurs Tengah 5

) pada har1
tertentu.

i ~ BABI

MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP

- Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

; Pasal 2

(1) Pératuran Buypati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman
kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN dalam memahami,
mengendahkan dan mengelola  Gratifi kasi d1 ~ lingkungan
Pemenntah Kabupaten Maluku Tengah.

|

(2) Peraturan Bupati ini b6rtuJ1_1an :

a. meningkatkan ‘pengetahuan dan pemahaman
iPe jabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN tentang gratifikasi;

b. Imemngkatkan kepatuhan PeJabat/Pegawa1 Negeri Slp11/ASN
Iterhadap ketentuan gratifikasi; .

C. menc1ptakan 11ngkungan ker_]a dan budaya ker_1a yang

'transparan dan akuntabel di lingkungan  Pemerintah

Kabupaten Maluku Tengah; | | :

d. lmembangun integritas Pejabat/Pegawai Negen Sipil /ASN

yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;

dan | o

e. meningkatkan kred1b111tas dan kepercayaan publik atas

penyelenggaraan la@an di Pemerintah Kabugaten Mglukg
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Bagian Keduei

| Prinsip Dasar
i .

Pasal 3

(1) Setiap Pejabat/Pegawai Negen Sipil/ASN wg iib menolak
. Gratifikasi yang diketahui seJak awal berhubungan dengan

I _]abatannya dan - berlawanan dengan kewajiban atau

| tugasnya, meliputi Gratifikasi yang diterima : '

a. terkait dengan pemberian layanan pada masyarakat di

E luar penerimaan yang sah; |

I'; b. terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran
| di luar penerimaan yang sah;

'c. terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit,

| monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah,

d. terkait dengan. pelaksané.an perjalanan dinas .di' luar
penerimaan yang sah/resmi dari Pemerintah Kabupaten
Maluku Tengah

i e. dalam proses penerimaan/promosi/mutasi Pegawai

Negeri Sipil/ASN; - |

f. dalam proses komunikasi, neggSiasi dan "pelaksa},na‘a_‘n

. kegiatan dengan pihak lain terkait den_ga_n pelaksanaan

| tugas dan kewenangannyé.; _ ,

g. sebagai akibat | dari perjanjian

| kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;

h. sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau
setelah proses pengadaagn barang dan jasa;

i. merupakan hadiah atau souvenir bagi Pegawai Negeri
Sipil/ASN/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;

'j. merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisat'a

' voucher oleh Pejabat/Pegawai Negeri S1p11/ASN dalam

. kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan

i kewajibannya dengan pemberi G;ratlﬁkas1 yang udak

relevan dengan penugasan yang diterima;

k. dalam rangka mempengaruhi kebljakan/keputusan/

perlakuan pemangku kewenangan; dan

1. dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait denga.n

jabatan dan Dbertentangan dengan kewa Jlban/tugas

Pejabat/Pegawai Negeri S1p11/ASN
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(2)Setiap  Pejabat/Pegawai  Negeri  Sipil/ASN  dilarang
memberikan gratifikasi kepada Pegawai Negeri Sipil /ASN .

. atau ‘Penyelenggara Negara lainnya yang berhubungan
'dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau
 tugasnya, ' |
l BAB III

‘ PELAPORAN, PENETAPAN STATUS
|
|

DAN TINDAK LANJUT

Bagian Kesatu
* Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi
| o . Pasal4

(1)’! Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara wajib melaporkan
penenmaan dan/atau penolakan Gratifikasi atas pemberian
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan
‘kewa jiban atau tugasnya.

(2) Pelaporan GCratifikasi sebagiaimana dimaksud pada ayat (1)
| d1kecua11kan terhadap j Jems Cratifikasi sebagai berikut:
| a. pemberian . dalam keluarga yaitu kakek/nenek
bapak/ibu/mertua, suam1/1str1 anak/menantu, anak '
' angkat/wali yang sah, cucu, Dbesan, paman/blbl‘
i kakak/adik/ipar, sepupu dan keponakan, sepanjang
| tidak terdapat konflik kepentingan; |
b. keu_nt_ungan atau bunga dari penempatan dana, investasi
| atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umurﬁ; -
c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian ~atau
, organisasi yang sejenis ‘berdasarkan keang_gotaén yang
berlaku umum,; - ' '
d. perangkat atau 'perlengkapan yang diberikan kepada
peserta dalam kegiatan kedinasan seperti semi nér,
workshop, konferensi, pelatihan, atau keglatan se Jems,
yang berlaku umum
e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya,
yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi
yang meng_gu‘néké.n logo atau pesan sosialisasi, sepanjang
tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
f. hadiah, apresiasi atau penghargaan dari kejuaraan,

perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya
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penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada '
kaitannya dengan penmgkatan prestas1 ,kelja yang
diberikan oleh pemerintah  sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang ‘berlakuy;

hadiah langsung/undian, diskon/rabat, voucher, peint
rewards, atau souvenir yang berlaku umum dan tidak
terkait kedinasan;

kompensasi atau honor atas profesi diluar kegiatan
kedinasan -yang . tidak terkait dengan tugas dan
kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan
dan tidak melanggar peraturan/kode etik
pegawai/pejabat yang bersangkut an; ‘
kompensasi yang. diterima ~terkait kegiatan kedmasan
seperti honoranum transportasi, akomeoedasi dah
pembmyaan yang telah d1tetapkan dalam standar blaya
yang berlaku di instansi penerima Gratifi kasi sepan ]ang
tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konﬂ1k
benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan.
yang berlaku di 1nstans1 penenma

karangan bunga sebaga1 ucapan yang dlberlkan dalam
acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahlran,
kemat,ia;n,‘ akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau
upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun,
promosi jabatan; ' |
pemberian '{terkait dengan pertunangan, permkahan,
kelahiran, éqiqall, baptis, khitanan, potong gigi, ‘atau
upacara adat/agama lainnya dengan batasan n111a1 Rp
1.000.000,00 (satu juta rupiah) per setiap pemberi;

. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang

dialami oleh d1r1 Penerima Gratifikasi, suaml, istri, anak

- bapak, 1bu, mertua, dan/atau menantu penerima

gratifikasi sepan jang tidak terdapat konﬂ1k kepentmgan,
dan memenuhi kewajaran atau kepatuhan;

. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah

sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang
tidak dalam bentuk uang atau alat tukar 1a1nnya paling
banyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu) setiap pemberian
per orang, dengan total pemberian tidak melebihi
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun
dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik

kepentingan; .




-10-

pembenan sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk
uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terka1t kedinasan
paling banyak senilai Rp. 200.000,00 (dua ratus
ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total
' | pemberian tidak melebihi Rpl. OOO 000,00 (satu Juta
rupiah ) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama,

p. pemberian berupa hidangan atau sajian ya.ng berlaku
~ umum; dan :

| .a. pemberién cendera mata/plakat kepada instansi dalam
rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, balk d1
dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tldak
dlbenkan untuk individu pegawai - negeri ',a.’gau
penyelenggara negara, |

(3) Dalam hal Pe ]abat/Pegawa1 menerima Gratifikasi yang tidak-
d_apat ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa
| makanan dan/atau minuman yang mudah busuk atau
rusak, penerima Gratifikasi wajib menyampaikannya kep_ada

‘UPG untuk selan jutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.
Pasal 5

(1) Dalam hal penerimaan Gratifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1), bukan dalam bentuk uang,
‘ pener1maan tersebut d1h1tung berdasarkan harga pasar pada
j saat pembenan

(2) Dalam hal penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 ayat (1), dalam bentuk valuta asing, penerimaan tersebut
dihitung berdasarkan Kurs Tengah Valuta Bank Indones1a.

- pada tanggal penenrnaan

Pasal 6. i

(1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4

| ayat (1) dilakukan dengan cara: '

a. disampaikan kepada KPK pahng lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja sejak Gratifi kas1 diterima; atau

b disa_mpaikari kepada KPK melalui UPG dalam jangka

waktu paling lama .10 (sepuluh) hari kerja sejak

| Gratifikasi diterima/ditolak.

(2) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajb

meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam jangka

waktu 10

(sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan
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(3) Laporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
| dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
' a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan,
nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;

. informasi pemberi Gratifikasi;

. jabatan Pelapor Gratifikasi;

jo PN O NI ©

. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;

®

uraian jenis Gratifikasi yang diter1'ma/ditolak;
f. nilai Cratifikasi yang diterima/ditolak;
g kronologis peristiwa .penerimaaﬁ/penolakan Gratifikasi;
dan
h. bu‘kti, dokumen, atéu data pendukung terkait laporan
Gratifikasi. ~ |
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
| dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai
dengan mekanisme yéng berlaku.
(5) Mekanisme pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

f dilaksanakan sesuai pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.

Bagian Kedua
Tindak Lanjut Pelaporan Gratifikasi

Pasal 7 :
(1) Penetapan status kepemilikan Gratifi kasi ditetapkan oleh
- KPK berupa:
a. Gratifikasi milik penerima; atau
 b. Gratifikasi milik Negara,

 (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik
| . negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai
~ berikut:

a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan
penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG
berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau baraing
tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; |

b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan
penyerahan uang dan/atau barang, maka pelapor wajb
menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK
atau melalui UPG; dan

0
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Ec. penyerahan Gratifikasi se‘bagairhana dimaksud pada
~ huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban pelapor dan
| wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja égjak
diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan

Gratifikasi oleh pelapor.

(3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik

| penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebaga1

berikut: _

& apabila pelaporan telah disertai dengan penyerahan uang
dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan
pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau
_barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan
membawa  bukti Surat Keputusan  Perietapan
Kepemilikan Gratifikasi; dan

b. apabila pelaporan tidak d1serta.1 dengan penyerahan
uang dan/atau barang, maka UPG menyampau_kan
kepada pelapor penhal status kepemilikan Gratifikasi
bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat
dimanfaatkan oleh pelapor. - '

(4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana di?r,naksud Igada

ayat (3) huruf a tidak diambil oleh pelapor dalam jangka
| waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak G-rat;iﬁkas,i
ditetapkan milik penerima, objk Gratifikasi diserahkan
kepada Negai'a untuk kemanfaatan publik setelah
| diinformasikan kepada pel_apor secara patut.

(5) Terhadap Grauﬁkas1 yang berstatus milik negara UPG

f berkoordinasi dengan KPK.

Pasal 8

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK dikelola oleh

Pci-:merintah Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya
stésuai rekomendasi KPK yang meliputi : '

a.

dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk keperluan
penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan/atau
disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial -
lainnya; : i

dikembalikan kepadé pemberi gratifikasi;
dikembalikan kepada penerima gratifi kasi; atau . ’.

s
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BAB IV
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Bagian Kesatu
Susunan Qrganisasi

Pasal9
(1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian
" Gratifikasi dibentuk UPG. | N
(‘2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), terdiri dari:

a. Pembina : Bupati Maluku Tengah

b. Pengarah : Sekretaris Daerah Maluku Tengah

c. Ketua : Inspektur Kabupaten Maluku Tengah

d. Sekretaris‘ : Pejabat Administratur pada Inspektorat

Kabupaten Maluku Tengah
e. Anggota : Pejabat pada Inspektorat dan OPD lainnya
| sesuai kebutuhan.
(3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk
~ Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
~ (4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG
' sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan
| dengan Keputusan Bupati. '

Pasal 10

(1) Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan gratifikasi
ditetapkan 1 (satu) orang Pegawai Negeri Sipil/ASN pada
. OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah
| yang bertugas melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/atau
- melaporkan kegiatan yang berindikasi Gratifikasi di OPD
masing-masing. .
(2) Penetapan dan rincian tugas Pegawai Negeri Sipil/ASN
i sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
. keputusan Bupati.

|
| .
L Bagian Kedua
' Tugas UPG
Pasal 11
- UPG mempunyai tugas berupa :
| a.% menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan
ipenerimaan Gratifikasi dari Pegawai Negeri, Penyelenggara
Lo e o otk b S b ———




i -14-
b. \menenma dan mengadministrasikan laporan penolakan
Grat1ﬁkas1 dalam hal Pegawai Negeri, Penyelenggara Negara

atau pejabat  publik 1a.1nnya melapork_an penol_akan
| Grat1f1kas1, '

C. imeneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPXK;

d. melaporkan rekap1tu1as1 laporan penerimaan dan penolakan
' Gratifikasi secara periodik kepada Komisi;

e. 'menyampaﬂ{an hasil pengelolaan laporan penerimaan dan
penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan Pengendahan
Grat1ﬁkas1 kepada pimpinan instansi masmg-masmg,

f melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak
.1nterna1 dan eksternal instansi pemerintahan, lgadan usaha
milik negara, dan badan usaha milik daerah;

g.i;melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan
l adanya penetapan status barang tersebut; dan

h. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka

|
<
1
\

| pengendalian Gratifikasi.

Pasal 12

Kieterituan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas UPG

dl"teta:lpkan dalam petunjuk teknis Inspektur Kabupaten Maluku
T'éngéh selaku ketua UPG.

BABV
PENGAWASAN

Pasal 13
) Pejabat/Pegawai Negeri  Sipil/ASN atau pihak ketiga yang
m:enget_ahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan ini, agar

segera melaporkan kepada UPG secara langsung atau melalui

 pos/e-mail Sekretariat UPG.
1 '
(2) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN atau pihak ketiga yang

m!elapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin

kerahas1aannya

Pasal 14

) Kepala OPD bertanggun’awab atas pelaksanaan pengendahan
Gnrauﬁkam di OPD/UPT. '
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(2) Inspektur Kabupaten Maluku Tcngg;ah bertanggung jawab atas

|

pengawasan pelaksanaan  pengendalian Gratifikasi  di
111ngkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
(3) I{nsaektur Kabupaten Maluku Tengah melapork an hasil

pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada~»

Bup{atl.

Pasal 15 |

(1).,SelL’Lruh, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah
I‘(a-blupaten Maluku Tengah wajib membuat surat pernyataan
tentla,ng penolakan, penerimaan dan/atau pemberian Gratifikasi

secara periodik.

(2) Sur'at pernyataan dibuat 1 (satu) kah dalam setahun pada akh1r
1|3u1an Desember.

(3) Surgt pernyataan disampaikan kepada Bupati melalui UPG.

(4) Forf'nulif surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam ayat .
fl) ’tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak
Ferﬁisahkan dari Peraturan Bupati ini.

() Untuk pertama kalinya kewajiban membuat surat pernyataan
]sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di lingkungan
]C)P1£ yang men Jalankan fungsi pelayanan publik.

(6) Pengawasan kepatuhan atas kewa pban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan oleh Inspektur Kabupaten Maluku
lI‘engah _

BAB VI

PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 16

Pel apor yang beritikad baik berhak untuk:

a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam
pelaporan Gratifikasi; |

b memperoleh informasi perkembangan laporan Gratiﬁ_kasi; dan

c. memperoleh perlindungan.

Pasal 17

(1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c

lt.e.rciri dari:
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b.perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta
benda berkaitan dengan laporan. Gratifikasi. '

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
permohonan Pelapor dan dilaksanakan sesyai - dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 18

(1) Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ASN yang mematuhi ketentuan
pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan men_]ad1 faktor
penambah dalam penilaian kinerja. - '
: ” 2) Pémla:la_n kinerja sebagaa_ma,na dimaksud pada ayat (1) dapat
d1|Jad1kan pertimbangan dalam kebijakan prdmos_i pegawai atau
in’séntif, | - |
(3) PeTlakséngan penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada éyat
(1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
mengatur penilaian kmerja dan disiplin kepegawa1an yang
berlaku.

BAB VII
SANKSI

Pasal 19

Pelanggaran yang dllakukan oleh PeJabat/Pegawa1 Negeri Si p11/ASN

terhadap ketentuan yang d1atur dalam Peraturan ini, dikenakan

sanksi sesuai ketentuan chundang-_Undangan yang berlaku,
BAB VIII
PEMBIAYAAN
, - Pasal 20 »

Biaya yang diperlukan  untuk pelaksanaan Pgraturari' ini -
difbebl‘ankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
K‘abLlpa.ten Maluku Tengah. | | )

. BABIX

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Padasaat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maluku

Ten%.h Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengend,ah‘i‘an
_J—ﬂ—ﬁ__-ﬁ-i i e—
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~ Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangka n.

Agar éetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Pe;atﬁran Bupati ini dengan penempatannya dalam Bgrita Daerah
Kabupaten Maluku Tengah.

T |

padatanggal

Diu-ndang’k;an d‘|i Masohi
1
|
|

SEKRETARIS DAERAH
- KABUPATEN MALUKU TENGAH,

-

RAKIB SAHUBAWA
< |
BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2021 NOMOR 513
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LAMPIRAN. PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR : 3 TAHUN 2021
TANGGAL : 1 Towomel aon
TENTANG : PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

| B}
) SURAT PERNYATAAN

|
Saya yang bertemia| tangan dibawah ini;

.. i
Nama T DU L e eesnseveasessnnoseesssnsoesonsosarisnnnnsersnnseanns
i NIP '
H [
| e R R R R N N rnOmnmIInnnonnmnmmIInnnoonnonononmnoonoTmmmmms
Jabatan :
Abatay L R feesvmrareeme .
.
Instansi :
o £ A S D N Yesensrerrressane

Dengan ini menyatakan:

1. Berperan secara proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi,
kolusi, dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan terce’lé;

2. Tidak meminta| atau menerima pemberian secara langsung atau t_idék :
langsung teqkait dengan jabatan atau pekerjaan, yang tidak sesuai dengan
ketentuan yéng berlakuy; | .

3. Menghindarkan| pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam
pelaksanéan tugas. | : -

Bila saya melanggar hal-hal tersebut diatas, sa:ya siap menerima

|

ko»nsekuensiny.a.
Masohi, ................. 20....
Yang menyatakan

(materai Rp. 6000)

------------------------------
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- KKIPK URAIAN LAPORAN GRATIFIKASI

Kamis! Pemberanta san Korupsi
' *) Lembar Inl dapat diperbanyak sesuai kebutuhan

.B. DATAPENERIMAAN GRATIFIKASI- - 7 "7 on 777 =y
Jenis I"’enerrir!raan

Hargé/Nilai N'ominél/ Kode Peristiwa Tempat dan Tangga_l
Kode * . i Uraian " . Taksiran ¥ Penerimaan ¥ Penerimaan *

Lainnya:

1

|
|
i
i

‘| ¢, DATA PEMBERI' GRATIFIKAS!

Nama ¢ ]

e I
Alamat /Telepan/Faks/
E-mail

. Hubungan dengan

Pekerjaan dan Jab| al#an
}.
|
E

Pemberi 7 |

|
D. AlLASAN ‘DAN' KRONOLOGI" e

Alasan Pemberlan l

4

|

H

I
Kronologi penerimaan *!; |
|

Dokumen yan_%dllampirkan"”:
Catatan tambahan (bila per ‘I BN

[ Tidak ada 3 Ada, vaitui..........

|
'
I
1
.
'
‘
‘
|
|
{
i

Laporan Gratifikasi ini saya sa‘mpaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laparkan atay saya laporkan kepada
: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan
i perundang-undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.
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